BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dampak Dari Pencemaran Limbah Industri Di Sungai Cibodas adalah
kerusakan lingkungan sekitar yang mengakibatkan penurunan manfaat air
Sungai Cibodas karena air Sungai Cibodas setiap hari dan selama 24 jam
itu berwarna hitam berbau tidak enak dan mengandung racun berbahaya,
terganggunya kesehatan masyarakat seperti penyakit gatal-gatal, sumber
air bersih warga kering akibat tersedot oleh sumur milik perusahaan.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat (class actions)
Terhadap Pencemaran Limbah Industri Suangai Cibodas adalah dengan
mengajukan gugatan classs actions (lingkungan) ke pengadilan yaitu
pertama, penggugat yang mewakili (dalam jumlah kecil, lazim disebut
wakil kelompok atau wakil kelas) yakni para korban yang bertindak
mewakili. Kedua, para korban lainnya (dalam jumlah besar, lazim disebut

anggota kelas atau anggota kelompok).

B. Saran

1. Dalam mengahadapi masalah lingkungan di sungai cibodas, masyarakat
harus lebih aktif lagi dalam berperan untuk mejaga lingkungan sekitar nya
terutama lingkungan sungai cibodas yang di kelilingi oleh beberapa
perusahaan yang terkadang sering membuang limbah berbahayanya ke

sungai cibodas.



2. Masyarkat harus berperan aktif dalam kerjasamanya dengan pihak-pihak
terkait seperti Aparat Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Polri, TNI dan
Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung di bidang lingkungan.

3. Aparat Desa pun dapat bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk
memberikan Edukasi terhadap Masyarakat agar mereka tahu tentang limbah
berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya dan juga upay-
upaya yang dapat mereka lakukan ketika mengetahui ada perusahaan yang
membuang limbah berbahayanya ke sungai Cibodas. Dengan begitu

masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian sungai Cibodas.
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